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Pada dasarnya hampir setiap orang yang cakap dalam hukum pernah membuat suatu perjanjian dengan
pihak lainnya, baik antara orang perorangan maupun dengan badan hukum. Kepailitan merupakan salah satu
carayang dapat ditempuh untuk penyelesaian perkara antara pihak yang berjanji dalam perjanjian tersebut.
Permohonan pernyataan pailit dan penundaaan kewajiban pembayaran utang digjukan kepada Pengadilan
melalui Panitera. Pengadilan yang dimaksud menurut Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun
1998 adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan Pengailan Niaga tersebut
dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Pasal 280 ayat (2), kewenangan Pengadilan Niaga
adalah untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran
utang serta perkaralain di bidang perniagaan yang mana penetapannya dilakukan dengan Peraturan
Pemerintah. Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase dimana penyel esaiannya oleh para pihak
memilih lembaga arbitrase sebaga kesepakatan bersama jikaterjadi adanya sengketa diantara para pihak
dalam perjanjian, dan bukanlah melalui Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase, bila para pihak dalam perjanjian telah terikat perjanjian arbitrase maka
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili yang berarti bahwa kewenangan Pengadilan Niaga
dikesampingkan karena adanya klausula arbitrase. Akan tetapi, disisi lain menurut ketentuan dalam
kepailitan atau khususnya dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pengadilan Niaga yang berwenang
untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan karenaitu adanya klausula arbitrase dalam perjanjian
dapat dikesampingkan.
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